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KELUARGA BERENCANA
(Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah Dalam Kitab Al-Fatawa
Al-Islamiyyah)

Sri Aisyah, Zainal Azwar

Abstrak

The problem in this study is the existence of Ali Jum'ah's opinion about the
permissibility of doing family planning in terms of (tahdid al-Nasl) birth restriction. The objectives
to be achieved in this study are to determine the factors causing Ali Jum'ah's disagreements with
most muftis in Egypt regarding family planning, knowing the arguments used by Ali Jum'ah
regarding family planning, and analyzing the influence of certain schools of thought on Ali Jum "ah
about family planning. The results of the study can be concluded as follows: first, the factors
causing the difference in opinion between Ali Jum'ah and most muftis in Egypt regarding family
planning due to differences of opinion in terms of tandzim al-Nasl and tahdid al-nasl, the time
period for performing 'azl and the influence of the school of thought on abortion. Second, the
argument used by Ali Jum'ah regarding family planning is the ability of ‘azl in Islam as narrated by
Bukhari and Muslim. While the ability to terminate the womb, Ali Jum'ah did not mention the
arguments related to this in his fatwa. Third, Ali Jum'ah allowed 'azl not to be influenced by certain
schools of thought, because in general the Imams of madzhab allowed' azl with the wife's
permission. Meanwhile, Ali Jum'ah's skills regarding abortion were influenced by the Hanafi school
of thought.
Keywords: Family Planning, Fatwa, Ali Jum'ah, Kitab Al-Fatawa Al-Islamiyyah

A. Pendahuluan
Hal yang terpenting dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi

berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang
shalih dan bertagqwa kepada Allah SWT. Karena anak adalah investasi akhirat, bukan
semata-mata kesenangan dunia. Dengan memiliki anak yang shalih dan shalihah, akan
memberikan kesempatan kepada kedua orang tua untuk mendapatkan surga di akhirat
kelak. Sebagaimana sabda Nabi SAW:
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Artinya:“Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak, karena
sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat
(vang terdahulu)” (HR. Abu Daud)?

Namun dewasa ini banyak dari pasangan suami istri yang tidak mengindahkan seruan
dari Nabi untuk memperbanyak keturunan. Sebagian mereka ada yang membatasi
kelahiran, dan tidak ingin mempunyai anak, karena ketakutan atas kemiskinan mereka atau
takut jatuh miskin disebabkan anak. Keyakinan seperti ini sama dengan keyakinan orang-
orang jahiliyah yaitu tidak mau mempunyai anak karena kemiskinan mereka atau takut
jatuh miskin.

! Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi Al-Sijistani, Sunan Abi Daud
(Beirut: Dar Fikr, t.th.), Jilid 2, h. 278
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Bersamaan dengan hal ini datang dari Ddr al-Ifta’ Mesir, yang memberikan
kelonggaran bagi pasangan suami istri yang sepakat untuk tidak memiliki anak. Bahkan
membolehkan aborsi bagi istri yang sepakat dengan suaminya untuk menggugurkan
kandungan, Sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

A1 Y Glladl Ay elalall DA e o5 sSa ol 2l Jall OF il Jasll pae e glay)
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“Sepakatnya (suami istri) untuk tidak hamil hukumnya boleh, karena ‘azl hukumnya mubah

atau makruh atas perbedaan pendapat para ulama, dan dari dua hal pendapat tersebut tidak
mengakibatkan dosa, maka kesepakatan tersebut hukumnya boleh”.

Slo ) 16 el e gl ga V) AT 30 GlaiY) e adng) e B Gall z 50 ol
S ¢ ia claa 2 1) Galaal) ool deall s e W el of A Gaddg Ol @llid
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“Suami tidak berhak untuk melarang istrinya melahirkan untuk kesekian kalinya kecuali
dengan persetujuan darinya. Jika istri menyetujui maka hukumnya boleh. Dan tidak ada hak

bagi suami untuk memaksa pelarangan hamil atau pengguguran jika istrinya hamil, sampai
jika istrinya setuju dengan penediaan hamil”.

Fatwa tersebut disampaikan oleh Mufti Agung Mesir yaitu Ali Jum‘ah. Fatwa ini bukan
hanya disampaikan secara lisan namun sudah termaktub dalam kumpulan fatwa-fatwa di
Dar al-Iftd’. Dalam kitab al-Fatdwa al-Isl@miyyah, fatwa Ali Jum’ah dimuat sebanyak 12 jilid,
yaitu jilid ke 28 sampai 39, terdapat 17526 fatwa yang telah ia keluarkan. *Membatasi
keturunan dengan tujuan seperti ini dalam agama Islam diharamkan secara mutlak,
sebagaimana yang kebanyakan ulama menolak tahdid al-Nasl (pembatasan kelahiran),
beberapa mufti Mesir memberikan fatwa tentang Keluarga Berencana, diantaranya:

1. Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq

2. Syekh Muhammad Sayyid Thanthawi

3. Syeikh Ahmad ath-Thayyib

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat Ali Jum’ah berbeda
dengan mufti-mufti Mesir lainnya. Beliau membolehkan peniadaan memiliki seorang anak,
dan membolehkan melakukan pengguguran kehamilan jika suami dan istri bersepakat dan
menyetujui hal tersebut. Hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan. Dengan
penjelasan yang sudah penulis paparkan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan
menulis tesis ini dengan judul “Keluarga Berencana (Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah Dalam
Kitab al-Fatawa al-Islamiyyah).

B. Pembahasan
1. Sekilas Profil Ali Jum’ah

2Ali Jum’ah, al-Fatawa al-I1slamiyyah min Dar al-Ifia’, (Kairo: Dar al-Ifta” al-Misriyah), Juz 30, h. 9
3Ibid., h. 13

4Jumhdriyat al-Mishri al-Arabiyah Dar al-Ifta’al-Mishriyah, al-Fatawa al-Islamiyyah min Dar al-Ifta’
(Kairo: Daru al-Ifta’al-Mishriyah), Juz 1, h. 72
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Ali Jum’ah memiliki nama lengkap Abl Ubadah Nir al-Din Ali bin Jum’ah bin
Muhammad bin Abdul Wahab. Ia lebih popular dengan panggilan Ali Jum’ah. Beliau
dilahirkan pada hari Senin, tanggal 3 Maret 1952 M/7 Jumadil Akhir 1371 H, di desa Bani
Suwaif, propinsi al-Syamaliah (utara), Republik Arab Mesir.Ali Jum’ah dibesarkan dari
keluarga yang kuat dalam pengamalan agamanya. Dari keluarga inilah beliau terbentuk
menjadi seorang yang berpendidikan. la mulai menghafal al-Qur’an sejak umur 10 tahun.
Beliau mendapatkan ijazah Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1963 dan mendapatkan ijazah
Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1966 di kota Bani Suef. Di sana beliau menghafalkan al-
Quran kepada beberapa syekh hingga selesai pada tahun 1969.

Setelah menamatkan Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1966, beliau pindah ke Kairo
bersama kakak perempuannya yang masuk ke Fakultas Arsitektur di Universitas Kairo. Ali
Jum‘ah muda menamatkan jenjang pendidikan Madrasah Aliyah pada tahun 1969. Pada waktu
itu ia memiliki dua pilihan, untuk masuk ke Kuliyah al-Tijarah (perdagangan) dan al-
Handasah (teknik sipil) Universitas ‘Ains Syam Kairo. Pada akhirnya ia memilih Jurusan al-
Tijarah (Perdagangan) dan selesai pada tahun 1973 dengan gelar Bikalurius (BA).°

Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar al-Syarif, jurusan
Dirésat al-Islamiyah wal ‘Arabiah. Pada tahun pertamanya di bangku perkuliahan, ia telah
berhasil menghafal beberapa matan (teks) seperti Tuhfatul Athfal di bidang ilmu tajwid, Alfiah
Ibn Malik di bidang ilmu Nahwu, ar-Rahbiyah di bidang ilmu Mawarits, Matan Abi Syuja’ di
bidang ilmu Figih, al-Manzumah al-Baikuniyah di bidang IImu Hadits, dan ia juga seorang
yang aktif mengikuti beberapa majelis ilmu. Dari sana ia belajar kepada beberapa guru besar
Universitas Al-Azhar Asy-Syarif.?® Ali jum’ah mendapatkan silsilah (sanad) dalam
mempelajari berbagai ilmu syari’ah, ilmu fiqih, hadits, ushul figih, dan bahasa arab. la
memperoleh banyak sekali ijazah yang diberikan oleh syeikh-syeikh al-Azhar kepadanya,
karena berhasil mempelajari suatu bidang ilmu mulai dari awal sampai akhir yang dibimbing
oleh syeikh-syeikh al-Azhar pada waktu itu.

Pada tahun 1979 ia berhasil menamatkan pendidikan S1 (starata satu) di fakultas Dirasat
Islamiyah wal Arabiyyah Universitas al-Azhar Syarif, dengan gelar Lc (license). Setelah itu Ali
Jum’ah melanjutkan pendidikannya ke Pascasarjana (S2) di Universitas al-Azhar Syarif,
fakultas Syari’ah wa al-Qandn. la berhasil menamatkan strata dua (S2) pada tahun 1985
dengan IP (indek prestasi) Mumtéz/Camlaude. Setelah berhasil mendapatkan Magister, ia
melanjutkan ke tingkat doctor (S3) pada fakultas dan spesialisasi yang sama. Beliau berhasil
menamatkan program S3 pada tahun 1988. Dengan IP Mumtdz ma’a martabat syarf al-Ula
(Summa Comlaude).

SAlah satu kiprah Ali Jum’ah dalam dunia akademis dunia Islam yaitu pada tahun 1990
berhasil menghidupkan kembali tradisi pengajian pelajaran agama di masjid al-Azhar yang
telah lama dilarang dan ditutup oleh pemerintah. Pembelajaran di masjid terbuka untuk umum
sehingga orang-orang yang ingin lebih mendalami tentang agama bisa mengikuti pelajaran.
Tentu hal ini menghidupkan kembali ruh Islam manhdj washatiyah rahmatan lil a’lamin.

Ali Jum’ah mulai bergabung dengan lembaga fatwa atas persetujuan Syeikh Jad al-Haq
‘Ali Jad al-Haq saat beliau menjadi mufti besar Mesir. Tahun 2003 Ali Juma’ah dilantik

5 Ali Jum’ah, loc.cit
5 Ibid
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sebagai Mufti Besar Mesir oleh Presiden Mesir Hosni Mubarak menggantikan Syeikh
Muhammad Ahmad Al-Tayyib. Beliau membuat Dar al-Ifid’ al-Misriyyah menjadi sebuah
institusi modern dengan dewan fatwa dan sistem checks and balances. Ali Jum’ah juga
menambahkan aspek teknologi untuk lembaga ini, dengan mengembangkan sebuah website
canggih dan call center. Seseorang dapat meminta fatwa melalui situsnya tanpa harus datang
lansung ke lembaga tersebut.’

la juga diangkat menjadi anggota Majma’ Buhiist Isldmiyah (Dewan Pusat Penelitian
Islam) pada tahun 2004. Beliau juga diamanahi sebasgai ketua bidang Fiqih di Majlis A’la li al-
Sydn Islamiyah. Bukan hanya itu beliau juga ketua Majelis Idarah al-Jam ’iyah al-Khairiyah lil
Khadamat al-Syaqafiyah wa Ijtima’iyah dan anggota lajnah fatwa di Universitas al-Azhar al-
Syarif. Pada saat yang sama ia pun menjadi Guru besar dan dosen di bidang Usulul Figh di
kuliah Dirasat Islamiyah wa al-Arabiyah lil Banin, Universitas al-Azhar Kairo.®

2. Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat Ali Jum’ah dengan Kebanyakan Mufti di
Mesir Tentang Keluarga Berencana
Diantara fatwa para mufti Mesir mengenai Keluarga Berencana selalu memberikan
kejelasan terhadap tempo waktu dalam mengatur jumlah kelahiran, sehingga dapat
dibedakan antara tandzim al-Nasl dan tahdid al-NaslSyekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq
mufti Mesir yang menjabat pada tahun 1978 hingga 1982 M, beliau mengatakan bahwa:
Iallesl 873 bl ols e IS5 o LU 1T 056 0 g ¥ s 2oy b f Jialb Bse Jaall aie

Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq berpendapat bahwa mencegah kehamilan dengan
waktu tertuntu dengan metode ‘azl atau dengan metode modern (alat kontrasepsi)
dibolehkan dengan alasan tertentu, dan diiringi dengan tawakal kepada Allah,
sebagaimana seorang muslim harus bertawakal dengan segala apapun yang mereka
dilakukan.

Dalam fatwa Ali Jum’ah terdapat indikasi bahwa beliau membolehkan tahdid al-
Nasl, karena beliau tidak menjelaskan bahwa ‘azl yang dilakukan untuk mencegah
kehamilan boleh dilakukan dalam jangka waktu berapa lama, apakah hanya bersifat
temporal atau mutlak yaitu untuk selama-lamanya

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, penulis tidak setuju dengan
fatwa Ali Jum’ah. Selain membolehkan tahdid al-Nasl Ali Jum’ah juga membolehkan ‘azl
secara mutlak. Jika diteliti kembali, hukum asli pada ‘azl adalah boleh dengan karahah
tanzihiyyah, vyang berarti ‘azl lebih diutamakan untuk dihindari, jika hal ini ingin
dilakukan harus dengan kesepakatan istri dan ridha darinya. Sebagaimana yang telah

diterangkan dalam kitab tandzim al-Nasl baina al-Hilli wa al-Hurmah tentang hukum ‘azL
10

" Ali Jum’ah, Sirah ad-Dzatiyah, http://www.DrAliGomaa.com/
8 Ali Jum’ah, op.cit., h. 418

° Dar al-Ifta’, Mujtamd’ wa Usroh, Fak al-Ta’drudh baina tandzim al-Nasl wa al-Tawakkal ‘ala Ala
Allah, 2018, http://www.dar-alifta.org/

10 Firja Zahrani, Tandzim al-Nasl baina al-Hilli wa al-Hurmabh, (Iskandaria: Dar al-Ma’rifah al-
Azhariyyah, t.th). h. 112
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“Jumhur Fugaha’ berpendapat: Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad membolehkan ‘azl

dengan karahah tanzihiyyah, dan hal ini dengan syarat kesepakatan istri dan ridha

darinya. Menurut ulama-ulama yang tiga yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Jika tidak
mendapatkan izin dari istri, maka hukum ‘azl haram menurut kesepakatan para ulama”.

Kebolehan melakukan ‘azl dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu. Maka salah
jika ‘azl diperbolehkan jika hanya didasari oleh kesepakatan suami istri semata. Sifat dari
kebolehan melakukan ‘azl tidak berlaku umum, yang boleh dilakukan oleh setiap
pasangan suami istri, namun kebolehan melakukan ‘azl merupakan rukhsah fardhiyyah,
dengan alasan-alasan yang syar’i. Diantara alasan melaksanakan program Keluarga
Berencana baik dengan metode ‘azl ataupun dengan alat kontrasepsi adalah sebagai
berikut:

a. Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan
ibu dan anak.

b. Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman.

c. Mengatur jarak kelahiran anak bukan saja untuk keperluan keluarga melainkan
juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan dan pemeliharaan anak.

Dalam kitab tandzim usrah wa tandzim nasl dikatakan bahwa:
zly Vs dad i saie S Al Gaddll ALy Joall gl A b dad y adl e Joad) Sl
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“AzIl dibolehkan sebagaimana dia merupakan rukhsah fardhiyyah, ‘azl hanya dibolehkan
bagi orang-orang yang mendapatkan rukhshah, dan kebolehan tersebut tidak berlaku

untuk umum”.
Dari alasan di atas dapat dipahami bahwa ‘azl dibolehkan karena adanya unsur-

unsur kemaslahatan yang dituntut di dalamnya. Sebagaimana hukum ‘azl yang
dibolehkan oleh jumhur ulama’ diiringi dengan karahah tanzihiyyah, yang berarti lebih
diutamakan untuk menghindari melakukan ‘azl. Jika hukum ‘azl boleh secara mutlak
tentu para ulama tidak menggandengkan kebolehan tersebut dengan karahah
tanzthiyyah.

Berkaitan dengan tandzim al-Nasl Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq juga
mengeluarkan fatwa tentang aborsi sebagai sarana tandzim al-Nasl . Berikut fatwa
yang dikeluarkan oleh Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq 13:

oy e s Ale 2 V) G Y 505 e 4ke 31D Al L Jaal L) iial) Candall lgi sl
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1 Imam Muhammad abu Zahrah, Tandzim usrah wa tandzim nasl, (Beirut: Dar al-Fike al-‘Arabiy,1976). h.
106

12 |bid., h. 108

13 Dar al-Ifta’, Mujtama’ wa Usroh, al-ljhadh litandzimi al-Nasl, 2018, http://www.dar-alifta.org/
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“Fuqaha madzab hanafi membolehkan aborsi jika janin tersebut belum hidup, janin belum
hidup kecuali setelah seratus dua puluh hari, penguguran ini dinilai makruh jika tidak ada
alasan yang kuat, dan disebutkan bahwa diantara alasannya seorang ibu yang belum
menyapih anaknya dari menyusui, sedang ia tengah hamil, dengan susahnya seorang ayah
yang menyewakan orang untuk bisa menyusui anaknya karena takut timbulnya bahaya
kepada anaknya itu, dan begitu juga yang dinilai oleh Madzhab Syafi’i. Hal ini berbeda
dengan Madzhab Maliki dan Madzhab Dzahiri, yang menganggap aborsi hukumnya adalah
haram, dan sebagian dari madzhab Maliki menganggapnya makruh, dan Zaidiyah menilai
aborsi dibolehkan sebelum ditiupkannya ruh didalam janin, dengan alasan kuat maupun
tidak. Tidak ada perbedaan pendapat bagi fuqaha, untuk mengharamkan aborsi atau
pengguguran setelah terjadinya kehamilan yang berjalan empat bulan, kecuali dalam
keadaan darurat.”

Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq membolehkan aborsi dengan syarat jika terbukti
adanya hal yang membahayakan jiwa ibu, terdapat hal yang membahayakan anak yang
belum disapih. Aborsi dilakukan sebelum ditiupkan ruh kepadanya yaitu sebelum 120
hari. Secara umum fatwa Syekh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq menjelaskan pendapat
beberapa madzhab tentang aborsi. Para ulama madzhab sepakat atas haramnya aborsi
setelah janin berusia empat bulan di dalam rahim, sebab pada usia itu telah ditiupkan
roh kepadanya.

B ol o dlia 4zl i Ala ye) Aayall 2 B aleal) aysad o elgiill aaal
14 4l Chadas

“Fuqaha’ sepakat tentang pengharaman aborsi pada fase itu (fase peniupan roh), sebab
itu merupakan tindakan kejahatan terhadap manusia yang telah jelas status
kehidupannya”.

Sedangkan fatwa Ali Jum’ah yang berkaitan dengan kesepakatan suami istri untuk
mengugurkan kehamilan sebagai berikut:
Ol el Jle G106 D e ey V) AT 5 0 laiY) (e in s e b Gl 23l Gy
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“Suami tidak berhak untuk melarang istrinya melahirkan untuk kesekian kalinya kecuali
dengan persetujuan darinya. Jika istri menyetujui maka hukumnya boleh, dan tidak ada hak
bagi suami untuk memaksa istri agar tidak hamil atau menggugurkannya jika istrinya
hamil, kecuali jika istrinya setuju dengan penediaan hamil”. Fatwa ini menjelaskan bahwa,
boleh bagi suami istri yang telah sepakat dan menyetujuinya untuk menggugurkan

kehamilan, dan bagi suami tidak ada hak baginya untuk memaksa agar kandungan
tersebut digugurkan tanpa persetujuan dari istrinya.

3. Dalil yang Digunakan Ali Jum’ah tentang Keluarga Berencana

14 Abl Hamid Al-Ghazall, Ihya’ Uliim al-Din (Mesir: Mathba’ah al-Halabi, 1939), Juz 2, h. 53
15Ali Jum’ah , Op.cit., h. 13
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Ali Jum’ah membolehkan tahdid al-Nasl dalam kesepakatan suami istri tidak
memiliki anak untuk selama-lamanya. Hal ini beliau kaitkan tentang kebolehan ‘azl
didalam Islam. Di dalam fatwanya Ali Jum’ah menyebutkan hadist tentang ‘azl sebagai
berikut:

pld alug agle Al lia Al o elld )l — alug e A Lo Al sy e e S WS QB s e
16‘1_"@_',._3
Artinya:”Dari Jabir berkata bahwa kita dahulu melakukan ‘azl (senggama terputus) pada

masa Rasulullah SAW hingga hal itu (perilaku sahabat pada ‘azl) sampai pada
Rasulullah SAW dan beliau tidak mencegah kami”(HR. Muslim)

Ali Jum’ah berpendapat hal ini dibolehkan karena kesepakatan tersebut sama hal
nya dengan dengan hukum ‘azl dengan izin istri, dengan kata lain suami istri sama-sama
bersepakat untuk melakukan ‘azl. Hadist tentang kebolehan ‘azl juga didukung oleh
hadist lain yang terdapat dalam shahih al-Bukhari yang menyatakan sebagai berikut:
LS 1 JB cie d) oay |opls pans celhae a1y e JB liu Waa ) 2 o o s
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Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Alf ibn Abdillah, telah menceritakan kepada
kami Sufyan berkata ‘Amr telah mengabarkan kepada Athd’ telah mendengar dari
Jabir berkata: Kami pernah melakukan ‘azl, sedangkan Al-qur’an sedang turun”.
(HR. Bukarfi)

Berdasarkan redaksi matan hadist diatas menunjukkan bahwa perbuatan ‘azl yang
dilakukan dalam rangka upaya menghindari kehamilan dapat dibenarkan (tidak ada
larangan). ‘Azl dipraktekkan oleh kaum muslimin dimasa Nabi, dan sebagian sahabat
biasa mempraktekkanya, sebagai suatu tindakan kontraseptif. Jika ‘azl dilarang maka
akan dijelaskan dalam al-Quran yang masih turun pada waktu itu atau ditegaskan oleh
Nabi sendiri.

4. Pengaruh Madzhab Terhadap Fatwa Ali Jum’ah Tentang Keluarga Berencana

Pendapat Ali Jum’ah mengenai’azl tidak dipengaruhi oleh madzhab tertentu, karena
secara umum Imam-imam Madzhab membolehkan ‘azl dengan izin istri. Sedangkan
kebolehan Ali Jum’ah mengenai aborsi dipengaruhi oleh madzhab Hanafi. Karena dalam
madzhab ini menjelaskan bahwa kebolehan seorang istri menggugurkan kandungannya
sebelum empat bulan walaupun tanpa izin suami. BErikut ini penjelasannya.

Dalam fatwa Ali Jum’ah, beliau menjelaskan kebolehan kesepakatan suami istri untuk
tidak mempunyai anak untuk selama-lamanya, hal ini beliau kaitkan tentang kebolehan
melakukan ‘az/ dengan izin istri. Di kalangan Imam Mazhab fikih yang empat, terjadi
perbedaan pendapat tentang hukum melakukan ‘az/ . Dalam mazhab Syafi’i, mereka
mengemukakan alasan bahwa ‘az/ itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka
tidak perlu dikenakan syarat atas perbuatan tersebut, sebagaimana dalam kitab Nihayatu al-
Muhtgj ila syarh al-Minhar dikatakann bahwa:

16 Imam Muslim, Shahth Muslim, (Beirut: Dar Jil, t.th.), Vol 4, h. 160.
7 Imam Bukharf, Shahth Bukharf, (Beirut: Dar T(q al-Najah, 1422), Vol 7, h. 33



Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020 | 110

19 e s ) b Y el o il Lgse Jgpald e sl Oy o9, S Al e 1 3ol

“’Azl merupakan meniadakan kelahiran yang hukumnya makruh, walaupun sudah diizinkan
oleh istri merdeka atau budak, karena cara tersebut sebagai jalan untuk memutuskan
keturunan”

Namun demikian, sebagian dari ulama madzhab ini menyatakan bahwa perbuatan ini
hanya boleh dilakukan kalau pihak wanita menyetujuinya. Jika istri tidak mengizinkan,
terdapat dua pendapat. Pertama, ‘az/ tanpa izin istri tidaklah diharamkan karena istri
mempunyai hak untuk digauli tanpa merasakan ejakulasi. Kedua, hukumnya haram, karena
memutuskan tali keturunan. Sebagaimana dalam kitab Tahdid al-Nasl wa al-ljhad fi al-Islam
dinyatakan bahwa:

1OV 8 i 30 A (s e Ball O Ola Ll OIS Gl 8 s A ) S o

19 ) pea ye QAM\&LB:‘M“X caag 1S O3y Q}J&U@Y\‘;L@;Qy oo Y Lol
“Dan jika istri yang merdeka mengizinkan ‘azl, maka dibolehkan. Karena itu adalah hak
baginya. Tetapi jika istri tidak mengizinkan terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, hal ini
tidak diharamkan, karena istri hanya berhak unuk digauli bukan ejakulasi. Sedangkan

pendapat kedua, diharamkan. Karena ‘azl memutuskan tali keturunan tanpa ada hal yang
membahayakan”.

Mazhab Hambali beralasan bahwa ‘az/ harus dengan izin istri, karena anak-anak
merupakan hak yang dimiliki oleh wanita merdeka. 2° Namun wanita tersebut mungkin merasa
sakit akibat ‘az/, rasa sakit itu terutama karena kurangnya kenikmatan yang diperolehnya
dalam hubungan seksual. Kepuasan seksual wanita sangat tergantung pada kesempurnaan
tindak sanggama.?’ Sebagian ulama Mazhab ini, seperti lbnu Qudama al-Maqdisi, tetap
mengemukakan bahwa ‘azl boleh dilakukan tanpa izin pihak wanita, sebagaimana dalam kitab
al Mughni dikatakan bahwa:

22 JI 3 05 el 851 5all s

“Hak wanita atas hubungan senggema, bukan ketika ejakulasi”

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa wanita tidak memiliki hak untuk
merasakan ejakulasi, jadi tidak wajib untuk mendapatkan izin darinya. Sekalipun demikian,
Maqdisi mengatakan bahwa sebaiknya tetap meminta izin dari wanita demi kesenangan dan
keserasian antara keduanya.?

18 Syamsu al-Din, Nihayatu al-Muhtdj ila syarhi al-Minhar, (Libanon: Dar al-Kutub al-l1lmiyah), Juz 8, h.
417

1 Muhammad ¢Abdu al-Qadir Abu Faris, Op.cit, h. 41

2 1bnu Qudama al-Magqdisi, Al-Kafi, (t.tp, Al-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauz{,1997), juz 2, h. 749

2L Ibnu Qudama al-Magqdisi, Al-Mughnf, Op.cit., juz 7, h. 298

2 |bid, h. 299

23 |bid
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Pendapat Mazhab Hanafi sama dengan pendapat dari mazhab Hambali yang menyetujui
‘azl yang dilakukan dengan wanita merdeka asal wanita tersebut mengizinkan. Sebab dalam
pandangan Mazhab ini, wanita memiliki hak atas kehamilannya.?*

Mazhab Maliki, berpendapat sama dengan mazhab Hambali dan Hanafi, mengizinkan
melakukan ‘ezl dengan wanita merdeka asal wanita tersebut menyatakan kesediannya
sebagaimana dalam kitab al-Kafi fi Figh Ahli al-Madinah al-Maliki:
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“Tidak boleh bagi suami melakukan ‘az/ kepada istri kecuali dengan izin darinya”

Dari berbagai pendapat ulama mazhab secara umum membolehkan ‘az/ dengan izin istri.
Karena suami mempunyai hak atas istrinya, begitu juga dengan istri mempunyai hak atas
suaminya dalam melakukan hubungan seksual. Bagi suami mempunyai hak untuk memiliki
anak dari istri, dan istri juga mempunyai hak akan kelahiran anaknya dari suaminya tersebut.
Karena suami istri sama-sama melakukan hubungan dan ikut serta dalam proses kelahiran
anak. Dalam fatwa ini, Ali Jum’ah tidak dipengaruhi oleh madzhab tertentu, karena secara
umum Imam Madzhab membolehkan ‘az/ dengan izin istri.

Sedangkan kebolehan aborsi terdapat perbedaan pendapat antar madzhab. Madzhab
Hanafi membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan roh jika mendapat izin dari pemilik
janin, yaitu orang tuanya, alasan mereka kebanyakan adalah sebelum peniupan roh belum
terjadi penciptaan apapun pada janin, baik sebagian atau keseluruhan, jadi janin bernyawa
kecuali telah lewat masa 120 hari.

(o Lasy Gadic 5 Ale 2y V) 50 Y aslaa s LS — il gz 5l 4 min ol Le (aleaV) dal
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“Boleh aborsi selama belum ditiupkan roh, peniupan itu sebagian diketahui belum terjadi
kecuali setelah seratus dua puluh hari dari kehamilan”.

27 aally 2y adad) bl sy gl 8 e e (L1 A A bl o 3 ol Y Sl
“Aborsi dibolehkan disetiap tahapan pertama yaitu, tahapan sebelum ditiupan roh, yaitu
tahapan nuthfah, ‘alagah dan muthghah”.

Mayoritas ulama Madzhab Maliki mengharamkan aborsi walaupun tahapan kehidupan janin
masih berupa ‘alagah, bahkan masih berupa nuthfah. Bagi siapa saja yang melakukan aborsi
pada masa tersebut, wajib atasnya diyah atau denda. Didalam kitab Ashal al-Madarik yang
dikutip oleh Muhammad ‘Abdu al-Qadir Abu Faris, dikatakan bahwa aborsi diharamkan jika
air mani telah berada di dalam rahim, lebih berat lagi jika telah terbentuk menjadi segumpal
daging, bahkan lebih berat lagi jika telah ditiupkan roh kepadanya. Sebagian ulama Madzhab

24 Ibnu Qudama al-Magqdisi, Al-Syarh al-Kabir ‘ala Matan al-Muganni, (Kairo: Mathba’at al-Manar, 1348
), Juz VIII, h. 132.

%5 Tbnu ‘Abdi al-Bar al-Namri al-Qurthubf, al-K&fi fi Figh Ahli al-Madinah al-Maliki, (Riyadh: maktabah
al-Riyadh al-Haditsah, 1978), Juz 2, h. 563

% Al-Kamal bin Hammam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Shadr, t.th), Juz 11, h. 495

27 Ibn “Abidin, Op.cit, Juz 3, h. 176
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Maliki memakruhkan aborsi setelah janin terbentuk di dalam rahim dan sebagian lagi
menempatkan rukhsah sebagai alasan pembolehan aborsi sebelum peniupan roh.?

Fugaha Madzhab Syafi’i berselisih pendapat dalam menetapkan hukum menggugurkan
kandungan sebelum peniupan roh. Pendapat pertama yang dipegang oleh Madzhab ini, bahwa
aborsi selama janin belum ditiupkan roh adalah boleh. Lebih lanjut disebutkan diharamkan
aborsi setelah peniupan roh secara mutlak dan dibolehkan sebelumnya.

Bl ojlyry Wllae 7o)l i Ay plex ¥ €2 el
“Pendapat terkuat adalah diharamkan aborsi setelah peniupan roh secara mutlak dan
dibolehkan sebelumnya”.
Terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama pada Madzhab Hambali. Pertama, haram
mengugurkan kandungan jika telah ada gambaran atas kehidupan janin, misal telah ada
gambaran kepala, dan tangan. Jika perkembangan janin masih pada masa ‘alagah dan
muthghah belum ditiupkan roh kepadanya, maka aborsi dibolehkan. Kedua, diharamkan
menggugurkan janin pada masa perkembangan mutghah. Ketiga, jika perkembangan janin
pada masa ‘alagah tidak boleh menggugurkan kandungan.
Dari penjelasan diatas, penulis mengindikasikan bahwa fatwa Ali Jum’ah mengenai kebolehan
melakukan aborsi, lebih condong kepada madzhab Hanafi, karena didalam madzhab ini
menjelaskan adanya izin dari pemilik janin, yaitu suami dan istri.

Berbicara mengenai aborsi, terdapat hukuman bagi siapa yang melakukannya. Karena
dalam pandangan Islam aborsi termasuk perbuatan keji dan merupakan suatu kejahatan.
Menanggapi hukuman yang harus diterima oleh pelaku aborsi, penulis merujuk kepada
ketetapan Rasulullah SAW kepada pelaku aborsi.

Jmey ot clgisia i ylad (g AY) Walas) Caay Jida (e Oyl O de Bl pmy 3008 Al 0
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Artinya: “Dari Abu Hurairah RA berkata: Sesungguhnya ada dua wanita dari Bani Hudzail,

salah satu dari keduanya melempar kepada yang lainnya sehingga gugur

kandungannya. maka Rasulullah SAW memutuskan harus membayar diyat sebesar
seorang budak laki-laki atau budak perempuan” (HR. Bukhar?).
A Sy (ouad 3 pprall JlE8 Gl el (adle) 8 ar jliiial 4l e A ) lhdll () e e
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Artinya: “Dari Umar ibn Khattdb RA, bahwasanya beliau pendapat para sahabat tentang
wanita yang menggugurkan kandungannya. Maka Mughiroh bin Syu’bah berkata :
“Rosululloh menghukumi dengan membayar seorang budak laki-laki atau wanita”

(HR. Bukhar).

Berdasarkan Hadist diatas, mayoritas ulama memandang aborsi setelah ditiupkan ruh
yang dilakukan dengan sengaja oleh istri atau suaminya ataupun orang lain, diwajibkan
membayar ghurrah berupa budak laki-laki atau budak perempuan. Kewajiban membayar
ghurrah merupakan denda atau diyat bagi janin yang telah sempurna penciptaannya.

28 Muhammad ‘Abdu al-Qadir Abu Faris, Op.cit, h. 106
29 Syamsu al-Din, Op.cit, h. 416
30 Muhammad ‘Abdu al-Qadir Abu Faris, Op.cit, h. 107-108

31 Imam Bukhari, Op.cit., Juz 12, h. 247
32 1bid
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Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika aborsi dilakukan terhadap janin yang belum
sempurna bentuknya, maka pelaku tetap diberi hukuman. Akan tetapi, bila janin tersebut telah
berbentuk manusia sempurna, maka pelakunya dibebankan ghurrah. Madzhab Hanafi
menjadikan bentuk fisik janin tersebut sebagai pedoman dalam menentukan hukuman bagi
pelakunya. Jika aborsi dilakukan terhadap janin yang telah sempurna bentuk fisiknya
dibebankan membayar ghurrah, maka aborsi terhadap janin yang belum sempurna bentuknya,
diberikan hukuman yang lebih ringan dari ghurrah.®

Fugaha madzhab Hanafi memiliki pandangan lebih detail mengenai aborsi. Apabila
seorang suami memukul perut istrinya, lalu janin tersebut keluar dalam keadaan sudah tidak
bernyawa, maka suami harus menanggung hukuman ghurrah dan tidak berhak menjadi ahli
waris. Seorang istri yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya tanpa izin dari suami,
maka ia harus menanggung hukuman ghurrah dan tidak berhak menjadi ahli waris. Tetapi jika
suami mengizinkan, atau dia sengaja menggugurkan, maka hukuman ghurrah tidak
diberlakukan.®*

Sedangkan melakukan pengguguran kandungan sebelum empat bulan pertama tidak
perlu izin dari suami, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Hasyiah Rad al-Muktar li ibn
‘Abidin dan kitab Fath al-Qadir sebagai berikut:
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“Boleh menggugurkan kandungan sebelum empat bulan, walaupun tanpa izin suami”

Dengan demikian jika seorang istri ingin menggugurkan kandungannya walupun tanpa
izin suami diperbolehkan dengan syarat umur kandungan tersebut belum lewat dari empat
bulan. Kebolehan menggugurkan kandungan sebelum empat bulan tersebut karena madzhab
Hanafi beranggapan bahwa belum ada kehidupan bagi janin sebelum empat bulan atau seratus
dua puluh hari.

30 Aaaall g Aalal) 5 Aakail) ) shal B3zl JE e dls ~Is¥) Al all sk e S paleal) Dl
“Boleh menggugurkan kandungan disetiap tahapan pertama, tahapan sebelum ditiupkan roh,
yaitu tahapan nuthfah, ‘alagah, dan muthghah”.
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“Boleh aborsi selama belum ditiupkan roh, peniupan itu sebagian diketahui belum terjadi
kecuali setelah seratus dua puluh hari dari kehamilan”.
Dalam madzhab Hanafi membolehkan aborsi karena alasan yang bisa diterima

diantaranya terputusnya air susu ibu setelah kehamilannya yang ke dua, dan kedua orang
tuanya tidak mampu membayar orang lain untuk menyusui anaknya dan ia cemas anaknya
akan mati.

3 Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitdb al-Figh ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Islamiyyah, 1410), 326

34 Abd al-Qadir Manshar, Op.cit,. h. 122

%[bn “Abidin,Op.cit., juz 2. H.411, Al-Kamal bin Hammam, Op.cit., juz 2, h. 495

% Ibn ‘Abidin,Op.cit., juz 3, h. 176
37 Al-Kamal bin Hammam, Op.cit., Juz 2, h. 495
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“Dibolehkan menggugurkan kandungan bagi seorang wanita yang menyusui anaknya
kemudian ia hamil lagi danterputus air susunya akibat kehamilan itu, sementara bagi kedua
orang tua itu tidak ada yang dapat menyusui selain ibunya, atau bagi orang tuanya
tidakmampu membayar orang lain untuk menyusui anaknya, dan ia cemas kepada anaknya
tersebut”.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa fatwa Ali Jum’ah mengenai kesepakatan

suami istri untuk menggugurkan kandungan selaras dengan pendapat madzhab Hanafi. Karena
dalam madzhab ini menjelaskan bahwa kebolehan seorang istri menggugurkan kandungannya
sebelum empat bulan walaupun tanpa izin suami, dan fatwa Ali Jum’ah yang menekankan bagi
suami tidak ada hak baginya menyuruh istri untuk menggugurkan kandungan tersebut, dan
tidak ada hak baginya untuk memaksa istrinya. Kecuali dengan izin dan persetujuan istri.
Sedangkan jika telah lewat dari seratus dua puluh hari atau ketika telah ditiupkan roh
kepadanya, harus ada izin dari suami dan istri. Karena hukuman bagi pelaku aborsi ditiadakan
jika aborsi tersebut telah disetujui oleh kedua pihak, yaitu suami dan istri.

Kesimpulan
Dari uraian yang telah penulis paparkan dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat Ali Jum’ah dengan kebanyakan Mufti di Mesir
Tentang Keluarga Berencana adalah karena perbedaan pendapat dalam hal tandzim al-
Nasl dan tahdid al-nasl, jangka waktu melakukan ‘azl dan adanya pengaruh madzhab
tentang aborsi

2. Dalil yang digunakan Ali Jum’ah tentang Keluarga Berencana adalah kebolehan ‘azl
didalam Islam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jika suami
istri telah sepakat untuk membuat program keluarga berencana maka hukum ‘azl sebagai
sarana pelaksanaan program itupun juga dibolehkan. Sedangkan kebolehan
menggugurkan kandungan, Ali Jum’ah tidak menyebutkan dalil yang berkaitan dengan
hal tersebut dalam fatwanya.

3. Kebolehan Ali Jum’ah mengenai’az/ tidak dipengaruhi oleh madzhab tertentu, karena
secara umum Imam-imam Madzhab membolehkan ‘azl dengan izin istri. Sedangkan
kebolehan Ali Jum’ah mengenai aborsi dipengaruhi oleh madzhab Hanafi. Karena dalam
madzhab ini menjelaskan bahwa kebolehan seorang istri menggugurkan kandungannya
sebelum empat bulan walaupun tanpa izin suami, dan fatwa Ali Jum’ah yang menekankan
bagi suami tidak ada hak baginya menyuruh istri untuk menggugurkan kandungan
tersebut, dan tidak ada hak baginya untuk memaksa istrinya. Kecuali dengan izin dan
persetujuan istri. Sedangkan jika telah lewat dari seratus dua puluh hari atau ketika telah
ditiupkan roh kepadanya, harus ada izin dari suami dan istri.

Pada akhir tulisan ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

% Jamil Muhammad ibn Mubarak, Nadhariyyah al-Dhariirah Syar’iyyah Hudidaha wa Dhawdbithuha,
(Kairo, Dar al-Wafa’ Thiba’ah wa al-Nasyari wa Tauzi, 1408), h. 420
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Dalam memberikan fatwa, Ali Jum’ah harus menggambarkan permasalahan yang
diajukan kepadanya, gambaran tersebut harus dipahami dan diteliti terlebih dahulu.
Proses ini sangat penting dalam mengeluarkan fatwa. Dengan pemahaman yang benar
dapat diharapkan agar permasalahan yang diminta fatwa mengenai hal tersebut akan
menghasilkan fatwa yang sesuai dan tepat.

Kehamilan adalah rizki yang Allah berikan, dan hendaknya kita menerima rizki yang
telah Allah berikan dengan adab yang baik. Sebagaimana anak merupakan perhiasan
hidup di dunia ini yang menyenangkan hati orang tuanya ketika kecil, yang akan
menolongnya ketika dewasa, yang mendoakan ketika telah tiada, dan dengan tangannya
orang tua bisa masuk ke syurga.
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